LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
& A LKPP REPUBLIK INDONESIA
/ o Kebiio Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
SNy piTgaadgaaaneBa”faﬂag'}Jasa Pemerintah JIn. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 21831/D.2.3/08/2026 19 Agustus 2026

Hal : Himbauan Penyesuaian Penggunaan KBLI 2020 dan KBLI 2025 pada Sistem
Katalog Elektronik

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pokja Pemilihan
K/L/PD
2. Pelaku Usaha / Penyedia Katalog Elektronik

Sehubungan dengan pembaruan dan sinkronisasi sistem klasifikasi bidang usaha pada aplikasi
INAPROC, bersama ini kami sampaikan informasi penting terkait penerapan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020 dan KBLI 2025) untuk seluruh Pelaku Usaha yang
terdaftar dalam sistem INAPROC.

Terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2026, sistem INAPROC memberlakukan pengaturan
kesesuaian KBLI berbasis data perizinan Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Pelaku Usaha Acuan Ketentuan KBLI pada Sistem

Penyedia dengan KBLI 2025 Sistem akan secara otomatis menggunakan verifikasi
berbasis KBLI 2025.

Penyedia dengan KBLI 2020 Sistem akan menggunakan verifikasi berbasis KBLI
2020.

A. Dampak Terhadap Operasional Sistem INAPROC Katalog Elektronik v6

Penerapan aturan ini berdampak langsung pada 2 (dua) proses utama dalam sistem Katalog
Elektronik v6, yaitu:

1. Penayangan Produk:

o Pelaku Usaha yang tidak memiliki KBLI yang sesuai dengan kriteria etalase/kategori produk
tidak dapat melakukan penayangan produk baru, melakukan pembaruan (update) produk;
dan

o Produk yang tidak memiliki KBLI yang sesuai dengan dokumen penelaahan kategori terkait
akan turun tayang.

2. Proses Mini-Kompetisi:

o Pelaku Usaha yang tidak memiliki kesesuaian KBLI tidak dapat diundang untuk mengikuti
proses Mini-Kompetisi; dan

o Jika produk yang ditawarkan turun tayang, penyedia atas produk tersebut tidak dapat
ditentukan / konfirmasi sebagai pemenang Mini-kompetisi.

B. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan

Penerapan aturan ini memerlukan beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh PP/PPK/Pokja
maupun Penyedia, yaitu:
1. Bagi Pelaku Usaha / Penyedia:
o Melakukan pembaruan (update) dan verifikasi data perizinan KBLI (KBLI 2020 maupun KBLI
2025) pada akun INAPROC sebelum tanggal 26 Agustus 2026;
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o Memastikan KBLI yang terdaftar telah selaras dengan etalase dan kategori produk yang

ditayangkan;
o Segera melengkapi migrasi KBLI jika terdapat penyesuaian klasifikasi usaha terbaru.

2. Bagi K/L/PD (PPK / PP / Pokja):
o Memperhatikan kesesuaian KBLI Penyedia saat melakukan persiapan serta pemilihan

penyedia, ketika menggunakan evaluasi mini kompetisi maupun saat negosiasi.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,
%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Ari Sulindra

Tembusan :
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
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